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PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 32 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN 

NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI 

ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja industri di dalam 

negeri penerbitan pertimbangan teknis untuk produk 

besi dan baja bagi perusahaan industri perlu dihapus; 

 b. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 

2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, 

Baja Paduan, dan Produk Turunannya sudah tidak 

sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan, 

pemberian pertimbangan teknis untuk produk besi dan 

baja bagi perusahaan industri, sehinga perlu dilakukan 

perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja 

Paduan, dan Produk Turunannya; 
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Mengingat   :   1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5492); 

3. Peraturan Presiden 29 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 29 Tahun 

2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142); 

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1509); 

5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja 

Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 28); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN 

NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERTIMBANGAN TEKNIS 

IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK 

TURUNANNYA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi 

atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 28), diubah 

sebagai berikut: 

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga 

Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 2 

(1) Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk 

Turunannya sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini hanya dapat 

diimpor oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal 

Importir yang telah mendapat Persetujuan Impor. 

(2) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) bagi perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir 

Umum (API-U) diterbitkan berdasarkan 

Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal. 

(3) Pelaksanaan penerbitan Pertimbangan Teknis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 

Direktur. 

 

2. Pasal 4 dihapus. 

 

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 8 

(1) Perusahaan yang telah memiliki Pertimbangan 

Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat 

mengajukan permohonan perubahan Pertimbangan 

Teknis. 

(2) Perubahan Pertimbangan Teknis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Perubahan data; dan 

b. Perubahan jumlah alokasi impor. 

c.  

4. Ketentuan ayat (2) huruf a diubah dan huruf c Pasal 11 

dihapus sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: 
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